BUPATI JEMBER
PROVINSI JA'WA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR "9 TAHUN 202

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAA

Menimbang :

Mengingat

a. bahwa-dala angka | imp

perlu  melakukan
an |te ap\Kedurukan, susunan organisasi, tugas dan
erta tata kefja Bedan Perencanaan dan Pembangunan
dbupdaten Jember;
g Peraturan  Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang
edudukan, Susunan Orgenisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Jember sudah tidak sesvai dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimjangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, per'u 'nenetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Orgenisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan [)an Pembangunan Daerah Kabupaten

Jember.

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2( 19 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor & "‘ahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Nega a Republik Indonesia Nomor 5494);




3.

10,

1.1

12,

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 temtan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lemberai Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana teleh beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubeh dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 187, Tambaha1 Lembaran Negara Republik Indon€sia
Nomor 6402);

Pegawai Negeri Sipil (Lemb:ran Negara RepubliK Indonesia Tahun
2017 nomor 63, Tambahan Lembara ebara b blik Indonesia
Nomor 6037), sebagaimana h| | diubs Peraturan
Pemerintah Nomor 17 T 020" tentang batian atas

Peraturan Pemen ta ? 0 ferrtang Manajemen
egaral Republik Indonesia Tahun
‘-- 'L baranNegara Republik Indonesia

Nomior 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
erintan Daerah (Lembaran Negara Republik

ndonesia Nomor 6241);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturaa Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia "‘ahun 2014 Nomor 199), sebagaimana
telah diubah dengan Peratiuiran Presiden Nomor 76 Tahun 2021
(Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2021 Nomor 186);

. Peraturan Menteri Dalam DNegeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

. Peraturan Menteri Dalam INegeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota Yang  Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Perierintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Pendayaginaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahuin 2021 Tentang Penyederhanaan
Struktur  Organisasi Pada Instansi Pemerintah  Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupa‘en Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, tambahan
Lembaran Daerah Kabupater Jember Nomor 3).




MEMUTUS KAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER.

3AB 1
KETEN'TUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati i1i yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
Bupati adalah Bupsti .Jember.

Jember.
4, Badan Perencanaan dan

dan Pembangunan Daerah Kabupaten

abatan Fungsional acalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pade keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional acalah Pegawai ASN yang menduduki

Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

11. Unit Pelaksana Tekni: Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah UPTD B:adan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Jem ber.

12. Kepala UPTD adaleh Kepala UPTD di lingkungan Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Jember.

13. Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BABII
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur pclaksana fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencar aan, penelitian dan pengembangan.




(2) Badan dipimpin oleh Kepal:i Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepacda Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupa‘en.

(4) Badan dalam melaksanakai tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembaigan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembaigan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di
Perencanaan, Penelitian can Pengembangan;

d. pelaksanaan administrasi Badan dibida rencanaan,
Penelitian dan Pengembaingan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang dibé€ri pati terkait

~terdiri atas :

ub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

2. Sub Bagian Perencanasn dan Pelaporan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

. Bidang Ekonomi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional,
e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional,
f. Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program
SDG’s, terdiri atas Kelompck Jabatan Fungsional;
g. UPTD; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sckretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepaca Sekretaris.




3AB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Se gretariat
Masal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l)
Sekretariat mempunyai fungsi:
a.

. pengkoordinasian pelaksanaan tu

. pemantauan ev

)

penyiapan perumusan kebijakan operasional
dukungan administrasi unum, kepegawaian,
Keuangan di lingkungarn Badan,

umum, kepegawaian, peren
lingkungan Badan;

administrasiun
Keuarigan di I
pehgkoerdinasi
lik| negaral y. jedi tanggung jawab Badan; dan
engkoordinasian-pengelolian anggaran, pengadministrasian dan
clapdrar kellangan yang 'nenjadi tanggung jawab badan;dan
sniyasunan laporan perianggung jawaban atas pelaksanaan
ugas.

Par-agraf 1
Sub Bagian Umuim dan Kepegawaian
Fasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepe zawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angk: 1, mempunyai tugas :

a.

b.

menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribiisian surat;

menyiapkan bahan penggindaan naskah dinas dan pengelolaan
kearsipan Badan;

. menyiapkan bahan pernyelenggaraan rapat- rapat dinas,

perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan
lainnya;

. menyiapkan bahan telaghan dan pelayanan informasi;
. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan

dan analisis beban kerja di lingkungan Badan;
menyusun rencana kedutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;




g. melaksanakan pelayanal administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pemeliharagn dan pendistribusian peralatan/
perlengkapan kantor ;

h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/barang milik daerah; dan

1. melaksanakan pengusuan seluruh rencana kebutuhan
kepegawaian dan penyeenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya;

J. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Faragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 6

perencanaan strategis ﬁa n

b. mengump & o a

a. mengumpulkan baha Ei

pe JJk input data pada system

assi|peres aarn Lm’ pelaporan daerah;

bahan dan pengkoordinasian penyusunan

inerja, laporan osenyelenggaraan pemerintahan dan

- pertanggungjaweban OPD sesuai peraturan perundang-

aridangan yang berlaku;

e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian
kinerja lingkup Badan;

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegia:an dan anggaran; dan

g menyusun laporan pertanggingjawaban atas pelaksanan tugas.

adrn

Bagian Kedua
Bidang Ekonomi
Pasal 7

(1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf ¢, mempunyai fungsi merumuskan kebijakan pemerintah
daerah, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan
mengevaluasi perencanaen pembangunan bidang ekonomi dan
pelaksanaan Corporate Socia! Responsibility (CSR) serta tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Eadan.

(2) Untuk melaksanakan tuges sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Ekonomi mempunyai tugas meliputi:

a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang
ekonomi;




pengoordinasian pealyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

ekonomi;

pengoordinasian penyl.sunan Rencana Strategis dan Rencana

Kerja Perangkat Daera bidang ekonomi;

pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPD) di bidang exonomi;

pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan

Perangkat Daerah di bidang ekonomi,

pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi

kegiatan Kementerian, Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di

bidang ekonomi;

pengoordinasian dulkungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,

provinsi dan pelaksaraan kesepakatan bersama k€rjasama

antar daerah di bidang ekonomi;

pelaksanaan monitoring, nventarisasi

permasalahan pembangunan daerah-di artg.ekonomi;

pengoordinasian pembinadn, [ teknis an kepada
lhiwixs

o—~dan evaluasi

Pérangkat Daerah di

: ‘asilitasi kemitraan pemerintah dengan
sarniaan CSR;dan

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM
Fasal 8

(1) Bidang Pemerintahan dann Pembangunan SDM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas
merumuskan kebijakan oemerintah daerah, melaksanakan,
mengoordinasikan, mengencalikan dan mengevaluasi perencanaan
pembangunan dalam bidaig pemerintahan dan pembangunan
sumber daya manusia serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bacdar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM mempunyai fungsi
meliputi:

a.

b.

pelaksanaan program fperencanaan pembangunan di bidang
pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia,
pengoordinasian penusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerahh RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja  Perangkat Da:rah bidang pemerintahan dan
pembangunan sumber diiya manusia,




d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber
daya manusia;

€. pengoordinasian  sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan
sumber daya manusie;

f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/l.embaga, Provinsi dan Kabupaten di
bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya
manusia;

g pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi dan pelaksaneéan kesepakatan bersama kerjasams
antar daerah di bidarg pemerintahan dan pembangunan
sumber daya manusia;

h. pelaksanaan monitoring evaluasi, inventarisa
pembangunan daerah di bidang— ﬁ
pembangunan sumber daya manusia;

peérmasalahan

evaluasi
an Perangkat Daerah di
pembangunan sumber daya

Bagiar Keempat
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
P:asal 9

(1) Bidang Infrastruktur dan Iewilayahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merumuskan
kebijakan pemerintah daeral, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan
bidang infrastruktur dan kewilayahan serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas cebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan program pe‘encanaan pembangunan di bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan;

b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (FPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
Infrastruktur dan Kewilay:han;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

d. pengoordinasian pelaksariaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;




e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah di bic ang Infrastruktur dan Kewilayahan;

f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/ .embaga, Provinsi dan Kabupaten di
bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,;

g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi dan pelaksanian kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah di bidang Iafrastruktur dan Kewilayahan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan
pembangunan  daeral di bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan,;

i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring da evaluasi
pelaksanaan program pembangunan Pera Daerah di
bidang Infrastruktur dar. Kewilayahan;

k. penyusunan laporan rertang pencapaian

merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, melaksanakan,

mengkoordinasikan, 1aengendalikan dan  mengevaluasi
perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan
pengembangan;

b. melakukan proses invertarisasi, identifikasi, analisa data dan
informasi hasil pembanginan daerah;

c. mengevaluasi pelaksanaan Program SDG’s atau Tujuan
Pembangunan Berkelanj itan; dan

d. melaksanakan tugas-tuzas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program

SDG’s mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan penelitien dan pengembangan yang berkualitas
dan aplikatif terhadap is'1-isu aktual dan strategis;

b. penghimpunan, pengeolaan dan penyebarluasan hasil
penelitian melalui pemanfaatan teknologi informasi atau media
lainnya;

c. pengumpulan, analisa cata dan informasi hasil pelaksanaan
pembangunan untuk persncanaan pembangunan daerah;

d. pengkajian, analisa perencanaan dan pendanaan
pembangunan daerah:




e. pengintegrasian dan lParmonisasi program-program/kegiatan
pembangunan daerah;

f. perumusan kebijakan p2nyusunan perencanaan, pengendalian,
evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

g. penyusunan rencan:s dembangunan daerah jangka pendek,
menengah dan jangka panjang;

h. pengkoordinasian, sinlironisasi, pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan
daerah;

i. penyajian dan mengariankan data informasi pembangunan
daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan
dokumentasi;

j. pengendalian pelaksanaan program pembangunan alui
pemantauan, supervis: terhadap pencapaian jdan agar
program dan kegiatan cesuai dengan kebija mbangunan

daerah;
k. pelaksanaan evaluasi,
pembangunan daeral;
1. penyusunan hasil €

rogra n kegiatan
ze A~ program

aporan keterangan

ana Tata Ruang Wilayah

enyvusunan Laporan Penyelenggaraan

aerah (LPFD) Badan;

Sanaan evaluasi dan pelaporan program SDG’s atau

ujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah; dan

q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian
kinerja bidang.

IBAB IV
UPTD
Fasal 11

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.

(2) UPTD dipimpin oleh seorarg Kepala UPTD yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepeda Kepala Badan.

(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dpimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada di bawa dan bertanggungjawab kepada Kepala
UPTD.

(5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan
fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.




BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Fasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengen bidang tenaga fungsional masing -
masing berdasarkan keten:uan peraturan perundang — undangan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fuagsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huru! b angka 3, huruf ¢, huruf d, huruf e,
huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam kelompok jabetan fungsional sesuai den bidang
keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional seba

ayat (1) ditetapkan subko

pelayanan fungsional s i

aksud pada
ana fungsi

ejabat yang berwernang.
Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator
ditetapkan oleh Bupati

BAB VI
TAT/A\ KERJA
Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugias dan fungsinya, Kepala Badan,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi, baik dalan: lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi dil ngkungan Pemerintah Daerah serta
Instansi lain diluar Pemer ntah Daerah sesuai dengan tugas
pokoknya masing- masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.




o

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing
serta menyampaikan laporen berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterin.a oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah can dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih ‘anjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secera fungsional mempunyai hubungan
kerja.

EBAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENT
DAILLAM JABATAN

Fasal 15

zatu pe !
i ané >subBagian, diangkat dan
: egawai Negeri Sipil yang
Kepala Badan melalui Sekretaris
ratiran perundang- undangan.

BAB VIII
ESELCN JABATAN
Pasal 16

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan
Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IlIb atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon

IV a atau merupakan Jabatan Pengawas.
(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IVb
atau merupakan Jabatan Peagawas.

3AB IX
KETENTJAN LAIN-LAIN
Fasal 17

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada
lampiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.




BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pelantikan pejabat struktiirel sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Perencanaan can Pembangunan Daerah Kabupaten
Jember sampai dengan ilaksanakannya pelantikan pejabat
berdasarkan Peraturan Bupeti ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pzsal 19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan nenempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.
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